1).

2)

BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN
Setelah penulis memaparkan hasil yang diuraikan pada bab diatas,
maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari

perumusan masalah. Adapun beberapa kesimpulan tersebut antara lain :

Menurut isi UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perusahaan
harus melaksanakn perlindungan terhadap tenaga kerja outsourcing dengan
beberapa syarat diantaranya terdapat dalam pasal 56 — pasal 59. Dan hanya
pekerjaan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pokok atau kegiatan
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi yang dapat
melalui outsourcing. Kegiatan pekerja tersebut antara lain : satpam , supir,
katering, dan kebersihan.

Kendala-kendala dan Solusi

»  Kendala-kendala tenaga kerja outsourcing adalah :

a). Tidak diberikan jaminan hari tua, jaminan Kesehatan maupun
K3, yang biasanya dikarenakan perhatian perusahaan terhadap
K3 masih rendah.

b). Upah yang rendah, dikarenakan suatu pekerjaan yang melalui
sistem outsourcing lebih memihak kepada pengusaha dari pada
pekerja atau buruh, maka pekerja outsourcing akan diberikan

gaji dibawah UMR (Upah Minimul Regional).
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»  Solusi dari kendala permasalahan tenaga outsourcing tersebut adalah :

a). Pemerintah harus melakukan pengawasan dan menetapkan
standar regulasi ditingkat pusat dan daerah tentang jaminan hari
tua, jaminan kesehata dan K3 bagi tenaga kerja outsourcing,

b). Pekerja atau buruh harus meningkatkan kompetensinya agar
mampu bersaing di era modern sehingga dicari perusahaan dan
mempunyai daya saing.

c). Upah buruh outsourcing harusnya dibuat lebih tinggi

dibandingkan dengan upah buruh tetap.

B. SARAN
Berdasarkan uraian di atas maka penulis membedakan saran-saran sebagai

berikut :

a). Pekerja atau buruh harus meningkatkan kompetensinya agar mampu
bersaing di era modern sehingga akan dicari perusahaan dan mempunyai
daya saing.

b). Sebaiknya perusahaan tidak mementingkan keuntungannya saja, tapi lebih
memikirkan kesejahteraan pekerja atau buruhnya. Karena merekalah juga

pendorong kesuksesan pengusaha tersebut.
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